
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) 
Permendagri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, bahwa penambahan kegiatan 
baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan 
perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam 
Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan 
penyusunan Renja Perangkat Daerah; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian 
sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan 
Pusat dan/atau Provinsi Jawa Tengah, diperlukan 
penambahan kegiatan baru dalam RKPD Kota 
Pekalongan Tahun 2022; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalongan, diperlukan 
penyesuaian pembagian kewenangan urusan dan 
nomenklatur perangkat daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan 
Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Di Linglrungan Pemerintah Kota 
Pekalongan Tahun 2021-2026; 

Menimbang 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Mengingat 
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Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
65); 

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah 
diu bah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Peru bahan atas Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19); 

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30), 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lem baran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 
Nomor 8). 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
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Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 

Pasal II 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Pekalongan. 

Pasal I 

Substansi pada Tabel 6.1 Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Llngkungan 
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, diubah menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

PERATURAN WAL! KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026. 

Menetapkan 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Peru bahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 
2021-2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2021 Nomor 53); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7). 

MEMUTUSKAN : 
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PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2021 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

TAHUN 2021-2026 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI 
KOTA PEKALONGN NOMOR 52 TAHUN 
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
TAHUN 2021-2026 
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Data Target Kimirja Program clan K.angk1 Pendanaan 
lndikator Klnel'ja Cllpalan Kondlll Klnel'ja Pada Unit Kerja 

Program Dan Tujuan, Sa.a ran, Pada Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Akhir Ptrlode Renstra Perangkat 
Tu Juan Sasaran Kode Kegiatan Program Saluan Tahun Perangkat Daerah Dae rah Loka.sl 

(Out.come) Dan Awai Penanggung 
Keglatan (Output} Perenca Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

naan 
2.2. Persentase Partal per sen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Meningklltnya Politlkdan 
Pemaham1n Lembaga 
Partal Pollllk Pendldlkan yang 
danLembaga Memahaml Tata 
Pendldikan Kehklupan Polltlk 
TerfladapTau 
Kehidupan 
Politlk 

08:01:0 PROGRAM Jumlah parpol dan lembag 0,00 16,00 970.486.000 16,00 874.298.000 18,00 856.583.000 16,00 US.818.000 16,00 859.496.000 16,00 4.A06.A81.000 Kesal~.n Kota 
3 PENINGKATAN le:mbaga a Bangsadan Pekalongan 

PERAN PARTAI pendldikan yang Polltlk 
POUTIKDAN menglkuti 
LEMBAGA pendldikan polttlk 
PENOIDIKAN 
MELALUI 
PENOIOIKAN 
POUTIKDAN 
PENGEMBANGAN 
ETl<ASERTA 
BUDAYA POLITIK 

801 03. Perumusan Persentase pef880 100.00 100,00 970.486.000 100,00 874.298.000 100,00 856.583.000 100,00 845.618.000 100,00 859.496.000 100,00 4.406.481.000 Kesatuan Kola 
2.01 Kebijakan Teknis dan petaksanaan Bangsadan Pekalongan 

Pemantapan koordlnasl di bldang PoUtik 
Pelaksanaan Bldang pendidlkan politlk 
Peodldlkan Potitlk, 
Eli<a Budaya Politik, 
Perungkatan 
Demokresl, Fasll~asl 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Petwakllan den 
Partal Polltlk. 
Pemillhan 
UmumtPemlllhan 
Umum Kepala 
Dserah, eerta 
Pemantauan Sltunl 
Polltik 
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